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ABSTRACT

Keterlambatan pembayaran upah merupakan salah satu permasalahan dalam hubungan industrial yang
berdampak pada terpenuhinya hak normatif pekerja serta berpotensi menimbulkan perselisihan antara
pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai
keterlambatan pembayaran upah serta efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja dalam sistem
hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan artikel ilmiah yang relevan,
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur melalui mekanisme kewajiban pembayaran
upah, denda, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Namun, efektivitas perlindungan hukum belum
optimal karena masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, rendahnya kepatuhan
sebagian pengusaha, dan belum konsistennya penegakan hukum.
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PENDAHULUAN

Upah merupakan hak fundamental pekerja sekaligus kewajiban utama pengusaha
dalam hubungan kerja. Selain berfungsi sebagai imbalan atas tenaga dan jasa yang
diberikan pekerja, upah juga menjadi instrumen untuk menjamin kesejahteraan pekerja
dan keluarganya. Oleh karena itu, hak atas upah memperoleh perlindungan sebagai bagian
dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Universal Declaration
of Human Rights (1948) serta Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
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Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pembayaran upah diatur dalam Pasal
88A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi tersebut mewajibkan
pengusaha membayar upah sesuai perjanjian kerja dan memberikan sanksi atas
keterlambatan pembayaran upah. Menurut Khakim (2014), pengaturan pengupahan
merupakan bentuk perlindungan hukum negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
normatif pekerja.

Meskipun kerangka hukum telah mengatur secara tegas kewajiban pembayaran
upah, praktik keterlambatan pembayaran upah masih sering terjadi dalam hubungan
industrial. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi pekerja, memicu
perselisthan hubungan industrial, dan mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan
norma hukum. Abditama, Farina, dan Januardy (2025) menunjukkan bahwa keterlambatan
pembayaran upah masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak pekerja yang banyak
ditemukan dalam praktik hubungan kerja.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (das
sollen) dan implementasinya (das sein). Menurut Soekanto (1983), efektivitas suatu aturan
hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan
budaya hukum. Oleh karena itu, keberadaan regulasi saja belum cukup menjamin
terpenuhinya hak pekerja apabila pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan
secara efektif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum terhadap
pembayaran upah. Arthayani (2019) menyoroti penerapan sanksi denda terhadap
pengusaha yang terlambat membayar upah sebagai bentuk perlindungan hukum represif
bagi pekerja. Sementara itu, Isma, Pati, dan Marwah (2022) menegaskan bahwa efektivitas
perlindungan pekerja sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip keadilan dan kepatuhan
pengusaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif
atau mekanisme pemberian sanksi terhadap pengusaha. Belum banyak kajian yang
menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja atas keterlambatan
pembayaran upah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan
menghubungkan aspek regulasi, implementasi, dan penyelesaian perselisthan hubungan
industrial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih
lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty)
berupa analisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja akibat keterlambatan
pembayaran upah dengan menggunakan teori perlindungan hukum dari Hadjon (1987) dan
teori efektivitas hukum dari Soekanto (1983). Pendekatan ini diharapkan mampu
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi ketentuan
pengupahan dalam praktik hubungan industrial pasca berlakunya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023.
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Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum
mengenai keterlambatan pembayaran upah dan efektivitas perlindungan hukum terhadap
pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran upah serta
mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami
keterlambatan pembayaran upah sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan
perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan industrial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari-Maret 2026 melalui kegiatan studi
kepustakaan dan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah,
serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja
akibat keterlambatan pembayaran upah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal
research), yaitu penelitian yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum sebagai dasar
dalam menganalisis permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
pengaturan mengenai keterlambatan pembayaran upah serta efektivitas perlindungan
hukum bagi pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Desain penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menerapkan
statute approach, conceptual approach, dan case approach. Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pendekatan
konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum dan teori efektivitas
hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan
atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan keterlambatan
pembayaran upah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).
Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal
nasional maupun internasional, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan
hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya. Seluruh
bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran pada basis data ilmiah seperti Google
Scholar, Garuda, HeinOnline, dan portal peraturan perundang-undangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis
diawali dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum, kemudian mengelompokkannya
berdasarkan substansi permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan penafsiran hukum
menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk
memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengaturan keterlambatan pembayaran
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upah. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori
efektivitas hukum untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan kesimpulan
mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja akibat keterlambatan
pembayaran upah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia
telah mengatur perlindungan terhadap hak pekerja atas pembayaran upah melalui berbagai
instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pembayaran
upah merupakan kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengusaha
wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Apabila kewajiban
tersebut tidak dipenuhi atau terjadi keterlambatan pembayaran akibat kesengajaan maupun
kelalaian pengusaha, pekerja berhak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja
dilakukan melalui tiga bentuk sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi administratif, dan sanksi
pidana. Ketiga bentuk sanksi tersebut merupakan instrumen hukum yang disediakan
negara untuk mendorong kepatuhan pengusaha sekaligus memberikan kepastian hukum
bagi pekerja atas hak pengupahannya.

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Pengupahan

Jenis Sanksi Dasar Hukum Bentuk Perlindungan

Denda Pasal 88A ayat (6) UU Pengusaha  dikenai denda  sesuai

keterlambatan No. 13 Tahun 2003 jo. ketentuan peraturan perundang-undangan
UU No. 6 Tahun 2023  apabila terlambat membayar upah.

Sanksi Pasal 190 UU No. 13 Teguran tertulis, pembatasan kegiatan

administratif Tahun 2003 jo. UU wusaha, penghentian sementara alat
No. 6 Tahun 2023 produksi, hingga pembekuan kegiatan

usaha.
Sanksi pidana Pasal 185 ayat (1) UU Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan

No. 13 Tahun 2003 jo. paling lama 4 tahun dan/atau denda

UU No. 6 Tahun 2023 paling sedikit Rp100.000.000,00 dan
paling banyak Rp400.000.000,00 untuk
pelanggaran tertentu, termasuk
pembayaran upah di bawah ketentuan
minimum.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki
instrumen hukum yang relatif lengkap dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja
atas keterlambatan pembayaran upah. Perlindungan tersebut diberikan melalui mekanisme
preventif berupa pengaturan kewajiban pembayaran upah serta mekanisme represif
melalui pemberian sanksi kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia
telah memberikan perlindungan yang relatif komprehensif terhadap hak pekerja atas
pembayaran upah. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan kewajiban
pengusaha untuk membayar upah sesuai perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal
88A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta pengenaan sanksi berupa
denda, sanksi administratif, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu. Secara
normatif, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa negara telah mengadopsi pendekatan
perlindungan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif untuk menjamin
terpenuhinya hak pekerja.

Temuan tersebut selaras dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh
Hadjon (1987), yang membedakan perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan
represif. Perlindungan preventif tercermin dalam pembentukan norma yang mengatur
kewajiban pembayaran upah, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemberian sanksi kepada
pengusaha yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan norma hukum
telah memberikan dasar yang memadai bagi pekerja untuk memperoleh kepastian hukum
atas hak pengupahannya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan regulasi belum
sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan hukum. Masih ditemukannya praktik
keterlambatan pembayaran upah menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum
(das sollen) dan implementasinya (das sein). Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui
teori efektivitas hukum Soekanto (1983), yang menyatakan bahwa efektivitas hukum
dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan
budaya hukum. Dalam konteks pengupahan, substansi hukum telah memadai, tetapi
efektivitasnya masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, rendahnya
kepatuhan sebagian pengusaha, serta terbatasnya akses pekerja terhadap mekanisme
penyelesaian perselisihan.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Abditama, Farina, dan Januardy
(2025) yang menyimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran upah merupakan
pelanggaran terhadap hak normatif pekerja dan dapat memicu perselisihan hubungan
industrial apabila sanksi terhadap pengusaha tidak diterapkan secara konsisten. Penelitian
tersebut juga menegaskan bahwa keberadaan ketentuan denda dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 belum sepenuhnya memberikan efek jera apabila pengawasannya
tidak berjalan secara efektif.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahman, Phireri, dan Wangka
(2023), yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja akibat keterlambatan
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pembayaran upah sangat bergantung pada kejelasan perjanjian kerja dan mekanisme
penyelesaian sengketa yang tersedia. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya
ditentukan oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh
implementasi hubungan kerja di tingkat perusahaan.

Di sisi lain, penelitian ini memperluas temuan Arthayani (2019) yang lebih
menitikberatkan pada penerapan sanksi denda sebagai bentuk perlindungan hukum
represif. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak cukup
hanya mengandalkan pemberian sanksi, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan
ketenagakerjaan yang responsif, peningkatan kepatuhan pengusaha, serta akses pekerja
terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat dan efektif. Temuan ini juga
konsisten dengan penelitian Santoso (2018) yang menyatakan bahwa keterbatasan
pengawasan ketenagakerjaan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam
perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia.

Secara konseptual, hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan kajian Syed
(2023), yang menjelaskan bahwa kepatuhan pengusaha terhadap hukum ketenagakerjaan
dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme penegakan hukum dan besarnya konsekuensi
hukum yang diterima pelaku pelanggaran. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan
hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh konsistensi
implementasi dan penegakan hukum.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Dari aspek teoretis,
penelitian ini memperkuat relevansi teori perlindungan hukum Hadjon (1987) dan teori
efektivitas hukum Soekanto (1983) dalam menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak
pekerja tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada
efektivitas implementasinya. Kombinasi kedua teori tersebut memberikan perspektif yang
lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan perlindungan hukum di bidang
ketenagakerjaan

Dari aspek praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan fungsi
pengawasan ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas pengawas, optimalisasi
pemeriksaan kepatuhan perusahaan, dan penerapan sanksi administratif secara konsisten
sebelum ditempuh mekanisme pidana sebagai ultimum remedium. Selain itu, pemerintah
perlu memperkuat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar pekerja
memperoleh akses terhadap penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan
berbiaya ringan. Bagi perusahaan, temuan ini menjadi dasar untuk meningkatkan
kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran upah sebagai bagian dari penerapan tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan
pendekatan hukum normatif sehingga analisis lebih berfokus pada aspek peraturan
perundang-undangan dan doktrin hukum tanpa didukung data empiris mengenai tingkat
kepatuhan perusahaan dalam membayar upah. Kedua, penelitian belum menganalisis
secara mendalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial atau Mahkamah Agung yang
berkaitan dengan keterlambatan pembayaran upah sehingga belum menggambarkan secara
utuh penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Ketiga, penelitian belum
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melakukan perbandingan dengan sistem perlindungan pengupahan di negara lain yang
dapat memberikan perspektif komparatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau
mixed methods dengan mengombinasikan analisis normatif dan data empiris, serta
memasukkan studi putusan pengadilan dan perbandingan hukum untuk memperoleh
gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap
pekerja akibat keterlambatan pembayaran upah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja atas
keterlambatan pembayaran upah telah diatur secara komprehensif melalui Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi tersebut memberikan mekanisme perlindungan
berupa kewajiban pembayaran upah, pengenaan denda, sanksi administratif, dan sanksi
pidana. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala dalam
implementasinya, terutama akibat belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan dan
penegakan sanksi terhadap pelanggaran pengupahan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum
ketenagakerjaan melalui analisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja
berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Penelitian selanjutnya
disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan menganalisis
implementasi peraturan melalui studi kasus atau putusan Pengadilan Hubungan Industrial
agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan
hukum terhadap keterlambatan pembayaran upah.
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